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Mengacu  pada  Peraturan Pemerintah  Nomor 8  Tahun  2006  tentang Pelaporan  

Keuangan  dan  Kinerja  Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan  Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kecamatan Rupat Utara menyusun Laporan Kinerja 

sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua 

pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Rupat Utara yang 

telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025. 

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Kecamatan Rupat Utara tahun 2025 dan 

analisisnya. Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, 

kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan 

peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan 

efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja di Kecamatan Rupat Utara pada tahun‐

tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah 

Kabupaten Bengkalis pada umumnya. 

Tanjung Medang, 30 Januari 2026 

CAMAT RUPAT UTARA, 
 
   
 
 
AULIA FIKRI, S.Sos., M.Si 
Pembina 
NIP.  19800124 201407 1 002 
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Kecamatan Rupat Utara merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Bupati 

Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, 

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan di 

Lingkungan Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 

Tahun 2022 sebagai Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas 

serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bengkalis, 

Camat dalam memimpinn Kecamatan bertugas : 

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan 

urusan pemerintahan umum; 

b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan; 

c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaran ketenteraman dan ketertiban umum; 

d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah; 

e. Mengoordinasikan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana 

pelayanan umum; 

f.  Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; 

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa; 

h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daearah dan tidak 

dilaksanakan unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan; 

i. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan. 

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah 

ditandatangani Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang meliputi sasaran, indikator dan target 

yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan 

antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, 

Kecamatan Rupat Utara terdapat 2 (dua) sasaran strategis dan dua (dua) indikator kinerja 

untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2025.  

Secara umum sasaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Rupat Utara telah 

tercapai dengan cukup baik yaitu dengan nilai capaian rata – rata sebesar 95,44%. 
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Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Kecamatan Rupat Utara 

merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Kecamatan Rupat Utara, serta bimbingan dari 

pimpinan dan dukungan dari lintas perangkat daerah. Untuk tahun selanjutnya, 

Kecamatan Rupat Utara berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja 

dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance dan clean governance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 
 

 
    

 

 

1. Latar Belakang 

 

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, 

berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman 

penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan 

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. 

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan 

Rupat Utara selaku unsur pembantu pimpinan dituntut selalu melakukan 

pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan 

peran serta fungsi Kecamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan 

daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan 

pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis, capaian tujuan dan sasaran 

pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi 

daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai 

pada lingkup Pemerintahan Kabupaten/Kota, Propinsi dan Nasional. 

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan 

harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan 

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate 

sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung 

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas 

dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang  
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Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan 

hal tersebut Kecamatan Rupat Utara diwajibkan untuk menyusun Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).  

Penyusunan LAKIP Kecamatan Rupat Utara Tahun 2025 yang 

dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang 

dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator 

kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.  

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas 

kinerja Kecamatan Rupat Utara dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan 

di tahun 2025. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana 

bagi Kecamatan Rupat Utara untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja 

kepada seluruh stakeholders bahwa pemerintahan telah dilaksanakan secara good 

gavernance and clean governance. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas 

pencapaian kinerja Kecamatan Rupat Utara sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja 

di masa mendatang. 

 

2. Tugas dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2022 sebagai Perubahan atas 

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan 

dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bengkalis, Camat dalam memimpinn 

Kecamatan bertugas : 

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan 

urusan pemerintahan umum; 

b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan; 

c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaran ketenteraman dan ketertiban umum; 

d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah; 

e. Mengoordinasikan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana 

pelayanan umum; 

f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

Kecamatan; 
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g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa; 

h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daearah dan 

tidak dilaksanakan unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan; 

i. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan. 

3.  Struktur Organisasi 

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Camat Rupat Utara Kabupaten 

Bengkalis membawahi 1 (Satu) Sekretariat dan 5 (Lima) Seksi sebagai berikut : 

1. Sekretariat, yang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan 

pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada 

seluruh perangkat/satuan organisasi kecamatan. 

Susunan organisasi Sekretariat, terdiri dari : 

a. Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian; 

Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis 

serta layanan dibidang penyusunan program, umum dan kepegawaian sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan-

bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan 

dibidang keuangan dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2. Seksi Pemerintahan, yang mempunyai tugas membantu Camat dalam 

menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis 

serta layanan di bidang pemerintahan Kecamatan, pemerintahan Kelurahan dan 

Desa serta di bidang pertanahan dan kependudukan, sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang mempunyai tugas membantu 

Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan 

petunjuk teknis serta layanan dibidang pembinaan pembangunan yang meliputi 

pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi 

dan distribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas membantu Camat 

dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk 
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teknis serta layanan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta 

pembinaan polisi pamong praja di Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

5. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya, mempunyai tugas membantu Camat 

dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk 

teknis serta layanan di bidang kesejahteraan sosial dan budaya yang meliputi 

pelayanan umum, bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan 

perempuan dan olahraga di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

6. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan 

bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan 

dibidang pembinaan pelayanan umum, pengoordinasian pemeliharaan, 

prasarana dan sarana pelayanan umum, PATEN di Kantor Camat sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

Struktur Organisasi Kantor Camat Rupat Utara adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 1.1 

Struktur Organisasi Kantor Camat Rupat Utara 

 

4. Sumber Daya Aparatur 

Aparatur Sipil Negara yang berada di Kantor Camat Rupat Utara tahun 2025 

berdasarkan penyusunan Bezzetting berjumlah 23 orang. 

a. Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan 
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Tabel 1.1 

Rasio Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan 

 

No. Golongan Jumlah Persentase 

1. Golongan IV 2 8,70% 

2. Golongan III 13 56,52% 

3. Golongan II 8 34,78% 

Jumlah 23 100,00% 

 

Gambar 1.2 

 

 

 

b. Jumlah PPPK dan PPPK Paruh Waktu 

Tabel 1.2 

Rasio PPPK dan PPPK PW 

 

No. STATUS KEPEGAWAIAN Jumlah Persentase 

1. PPPK 2 22,22% 

2. PPPK PW 7 77,78% 

Jumlah 9 100,00% 
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Gambar 1.3 

 

c. ASN berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 1.3 

Rasio ASN berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1. Laki-Laki 23 71,88% 

2. Perempuan 9 28,13% 

Jumlah 32 100,00% 

 

Gambar 1.4 
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d. Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Kualifikasi Pendidikan 

Tabel 1.4 

Rasio ASN Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan 

 

No. Kualifikasi Pendidikan Jumlah Persentase 

1. S2 4 12,50% 

2. S1/DIV 14 43,75% 

3. SMA sederajat 13 40,63% 

4. SMP sederajat 1 3,13% 

Jumlah 32 100% 

 

Gambar 1.5 

 

 

e. ASN Berdasarkan Tingkat Eselonering 

Tabel 1.5 

Rasio ASN Berdasarkan Eselonering 

NO ESELON JUMLAH  PERSENTASE  

1 Eselon III/a 1 3,13% 

2 Eselon III/b 1 3,13% 

3 Eselon IV/a 5 15,63% 

4 Eselon IV/b 2 6,25% 

5 Non Eselon 23 71,88% 

JUMLAH 32 100,00% 
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Gambar 1.5 

Persentase ASN Berdasarkan Eselonering 

 

 

5. Sistematika Penyajian 

 Laporan Kinerja Tahun 2025 ini memberikan penjelasan tentang pencapaian 

kinerja diperbandingkan dengan penetapan kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan 

tahunan. Analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan 

memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa 

yang akan dating. Sistematika penyajian laporan kinerja Kecamatan Rupat Utara 

Kabupaten Bengkalis berpedoman kepada PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Tekn4is Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :  

BAB I    : Pendahuluan 

Pada bab ini menguraikan secara ringkas mengenai gambaran umum organisasi, landasan 

hukum, kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasi. 

BAB II   : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 

Menguraikan secara singkat tentang dokumen perencanaan yang menjadi dasar 

pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Kecamatan Rupat Utara Kabupaten 

Bengkalis Tahun 2025 

. 
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BAB III  : Akuntabiltas Kinerja Tahun 2025 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Menguraikan pencapaian sasaran-sasaran kinerja sasaran strategis Kecamatan Rupat 

Utara dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja selama tahun 

2025. Dalam bagian ini, dilakukan analisis capaian kinerja organisasi dengan 

membandingkan antara target dan realisasi, capaian kinerja tahun ini dengan tahun 

sebelumnya, target RPJMD, penyebab peningkatan atau penurunan kinerja. 

BAB IV  : Penutup 

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di 

masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.  
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A. Rencana Strategis Periode 2021–2026 

Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis Tahun 

2021–2026 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran 

sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta 

strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran 

yang diamanahkan. 

1. Visi 

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode 

perencanaan yang di dalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan 

masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan 

proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen 

stakeholder. 

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026 visi Kabupaten Bengkalis 

sebagai berikut : 

”TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN 

SEJAHTERA” 

Dengan penjelasan sebagai berikut : 

a. Bermarwah 

Bermarwah memiliki kebanggan sebagai masyarakat yang bermartabat dengan 

terbentuknya karakter masyrakat berpengetahuan dan memiliki keunggulan kompetitif 

berdasarkan landasan keagamaan dan kebudayaan. 

b. Maju 

Telah terpenuhi semua kebutuhan baik pangan, sandang, papan, pendidikkan, kesehatan 

dan pemanfaatan teknologi, yang ditandai dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, 
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sumber daya manusia yang kompetitif serta masyarakat yang lebih mandiri yang 

didukung oleh birokrasi pemerintah yang profesional dan berwibawa. 

c. Sejahtera 

Telah terpenuhinya kebutuhan dasar sebagai wujud dari pembangunan yang adil, merata 

dan menyentuh semua aspek kehidupan yang ditandai dengan tingkat pendapatan yang 

cukup, rendahnya angka kemiskinan, rendahnya tingkat kriminalitas serta tingkat 

kesehatan dan pendidikkan yang sangat baik. 

2. MISI 

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah 

sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan 

seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat 

mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi 

pemerintah. 

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, Kabupaten Bengkalis mempunyai Misi Jangka 

Menengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJM) Tahun 2021-2026 sebagai berikut: 

Misi 1 : Mewujudkan pengelolaan potensi keuangan daerah, sumber daya alam dan 

sumber daya manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian. 

Misi ini diarahkan untuk bisa memberdayakan semua potensi pendapatan daerah, 

termasuk aset daerah, BUMD, mengelola sumber daya alam sehingga bisa dimanfaatkan 

untuk meningkatkan perekonomian daerah, serta peningkatan upaya lainnya untuk 

memajukan perekonomian daerah dan masyarakat. 

Misi 2 : Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya 

melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter 
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Misi ini diarahkan untuk menata birokrasi menuju good governance dan clean 

government, meningkatkan nilai-nilai agama di masyarakat, penguatan nilai-nilai budaya 

sehingga terbentuk masyarakat yang memiliki karakater nilai yang kuat. Kecamatan 

Rupat Utara sesuai tugas dan fungsi termasuk ke dalam misi ke 2 ini. 

Misi 3 : Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan 

potensi wilayah perbatasan untuk kesejahteraan rakyat. 

Misi ini diarahkan untuk menyediakan infrastruktur perhubungan, jalan, air, energi dan 

lingkungan serta membangun wilayah perbatasan supaya masyarakatnya sejahtera. 

3. Tujuan 

Tujuan adalah sesuatu yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 

dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan yang mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta 

didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan 

perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi 

dan misi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Kecamatan Rupat Utara akan mengetahui 

hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan 

mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan 

yang mempengaruhinya. 

Sesuai dengan Tujuan RPJMD Kabupaten Bengkalis Periode 2021-2026 brdasarkan tugas 

dan fungsi Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis tujuan yang ingin dicapai yaitu 

yaitu ”Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” 

4. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Laporan Kinerja Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis tahun 2025 

mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rupat Utara Tahun 2021 – 2026 

serta menjawab Perjanjian Kinerja Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis Tahun 

2025. 

Berdasarkan Renstra Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 

2026 ditetapkan target sesuai tabel di bawah ini. 
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Tabel 2.1 

Sasaran, Indikator, dan Target 

Renstra Kecamatan Rupat Utara Periode 2021-2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Disamping sasaran Indikator Kinerja di atas, pada tahun 2024 Kecamatan Rupat 

Utara Kabupaten Bengkalis telah melakukan perubahan indikator dan target kinerja 

hingga akhir tahun Renstra sebagai berikut : 

Tabel 2.2 

Indikator Kinerja Utama (IKU Prototype) Tahun 2024 - 2026 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 
KONSISI 
AWAL 
(2021) 

TARGET KINERJA 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 
Meningkatnya Kepatuhan 
Standar Pelayanan Publik 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

85 86 87 90 95 96 

2 
Meningkatkan Sistem 
Akuntabilitas  
Kinerja Perangkat Daerah 

Predikat 
Akuntabilitas Kinerja 

B B BB BB BB BB 

 

B. Perjanjian Kinerja Kecamatan Rupat Utara Tahun 2025 

 Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja dalam 

rangka mewujudkan target kinerja tertentu bedasarkan sumber daya yang dimiliki yang 

merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

 Perjanjian Kinerja ini pada dasarnya adalah pernyataan komitemen yang 

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam 

rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan  sumber daya yang 

2022 2023 2024 2025 2026

-1 -2 -3 -4 -6 -7 -8 -9 -10

Persentase 

penurunan 

gangguan 

KAMTIBMAS

85 86 87 90 95 95

Target

85

Indikator 
Tujuan/Sasaran

SasaranTujuan

Mewujudkan tatakelola 
pemerintaha n yang baik

9595908786

88

B B BB A A A

87,5 87,5 87,5 88 88

Predikat 

Akuntabilitas 

Kinerja

Persentase Desa / 

Kelurahan yang 

berkinerja baik

Data 
Awal 

(2021)

Indeks Kepuasan 
Masyarakat

Meningkatnya kualitas reformasi 

birokrasi pada Penyelenggaraan 

Pemerintah
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dikelolanya. Tujuannya adalah agar terwujud akuntabilitas, transparansi, dan kinerja 

aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, 

sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran 

organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan 

sebagai dasar pemberian reward dan punishment. 

 Indikator – indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam Perjanjian 

Kinerja Tahun 2025 ini disesuaikan dengan indokator kinerja utama (IKU) yang telah 

ditetapkan dan diintegrasikan dengan Renstra Kecamatan Rupat Utara Tahun 2021-2026. 

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut : 

Tabel 2.3 

Perjanjian Kinerja Kecamatan Rupat Utara Tahun 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA

1
Meningkatnya Kepatuhan Standar 

Pelayanan Publik
Indeks Kepuasan Masyarakat 95

2
Meningkatkan Akuntabilitas 

Kinerja Perangkat Daerah 
Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah BB/ 75

3
Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada 

Perangkat Daerah

Persentase Partisipasi ASN dalam Survei 

Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat 

Daerah

100%

4
Meningkatnya Pengelolaan Manajemen 

Risiko Perangkat Daerah
Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah 1 Dokumen
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Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Rupat Utara disusun sesuai dengan ketentuan 

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta 

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan 

Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Bengkalis. Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban 

kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2025.  

 

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 

Pengukuran Capaian Kinerja tahun 2025 merupakan bagian dari penyelenggaraan 

akuntabilitas kinerja tahun Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis. Pengukuran 

dilakukan dengan membandingkan target yang diperjanjikan dalam dokumen Penetapan 

Kinerja  Tahun 2025 dengan realisasinya. Pengukuran ini dititik beratkan pada pencapaian 

target IKU tahunan sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025. IKU tersebut dinilai spesifik bagi 

Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis dalam mempengaruhi pencapaian tujuan/ 

sasaran strategis secara langsung. 

Dalam bab ini dijelaskan hasil pengukuran evaluasi dan analisis akuntabiltas kinerja 

yang memuat penyebab keberhasilan/ kegagalan, hambatan/ kendala dan permasalahan 

yang dihadapi, serta langkah – langkah antisipatif yang akan diambil untuk 

meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pengukuran tingkat capaian kinerja 

tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator 

sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2025 dengan realisasinya 

secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 3.1 

Target dan Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 

 

 Rincian capaian kinerja masing – masing sasaran dan indikator kinerja tersebut 

dapat dijelaskan dalam analisis capaian kinerja. 

B. Analisis Kinerja 

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikator kinerja adalah 

sebagai berikut : 

Sasaran 1 : Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 

Tabel 3.2 

Capaian Indikator Kinerja Utama IKM 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa target kinerja tahun 2025 belum 

mencapai target dengan tingkat capaian 95,67%. Dibandingkan dengan beberapa 

tahun ke belakang terlihat capaian kinerja umumnya diatas 100% namun terjadi 

penurunan pada tahun ini yaitu hanya mencapai 92,77 jika dibandingkan tahun 2024. 

begitu juga jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra masih mencapai 

94,68%. 

Penurunan capaian IKM ini disebabkan sering terjadinya kendala jaringan internet 

pada ssat responden mengisi kuesioner sehingga mengakibatkan kegagalan sistem 

dan data tidak terekam. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan inftrastuktur 

internet.  

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas kepuasan masyarakat, sebagaimana 

yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik Pasal 38 ayat 1 dimana penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian 

kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala, perlu disusun indeks 

kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan.  

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET KINERJA REALISASI CAPAIAN (%)

1
Meningkatnya Kepatuhan Standar 

Pelayanan Publik
Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai 

Indeks
95 90,89 95,67

2
Meningkatkan Akuntabilitas 

Kinerja Perangkat Daerah 
Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai 75 71,40 95,20

3
Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada 

Perangkat Daerah

Persentase Partisipasi ASN dalam Survei 

Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat 

Daerah

Persentase 100% 100% 100,00

4
Meningkatnya Pengelolaan Manajemen 

Risiko Perangkat Daerah
Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00

Target Realisasi Capaian 2020 2021 2022 2023 2024

Indeks Kepuasan 

Masyarakat
95 90,89 95,67 83 80,05 81,12 89,81 97,97 109,51 113,54 112,04 101,20 92,77 94,68

Capaian 

2025 

terhadap 

2023

Capaian 

2025 

terhadap 

2024

Capaian 2025 

terhadap Target 

Akhir Tahun 

Renstra

2025 Realisasi Tahun-tahun Sebelumnya
Indikator Kinerja Utama

Capaian 

2025 

terhadap 

2020

Capaian 

2025 

terhadap 

2021

Capaian 

2025 

terhadap 

2022
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Salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai ukuran bahwa paradigma   

pelayanan publik telah berubah adalah adanya keberanian Pemerintah Daerah untuk 

melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri maupun terhadap kepuasan masyarakat 

yang dilayaninya, diantaranya dengan melakukan riset atau penelitian tentang kinerja 

layanan publik di lingkungannya. Riset tentang kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan publik pada umumnya masih jarang dilakukan oleh pemerintah daerah, 

sehingga takaran untuk mengetahui sejauh mana efektivitas berbagai pelayanan 

publik khususnya dilihat dari kepuasan masyarakat pengguna juga belum diketahui. 

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang 

tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif 

dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur 

penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan 

kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit 

pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka 

peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. 

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja 

dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih 

baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu 

pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan 

dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan 

bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu 

lembaga layanan publik. 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Kecamatan Rupat Utara menyelenggarakan 

survei terkait dengan kepuasan masyarakat. Pemilihan sampel yang tepat. dianggap 

dapat mewakili pendapat umum yang berkembang di masyarakat, diharapkan 

dengan semakin meningkatnya indeks kepuasan masyarakat atas suatu pelayanan 

berarti semakin baik pula kualitas pelayanan yang diberikan. 

Pada periode pengukuran Tahun 2025 di Kecamatan Rupat Utara telah 

melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat melalui aplikasi SISUKMA 

dengan keseluruhan responden sejumlah 71 (tujuh puluh satu 

) responden. 

Dari keseluruhan kuisioner dapat terisi dengan baik sehingga dapat diperoleh dan 

dianalisis lebih lanjut. Sebagaimana diketahui bahwa kategori mutu pelayanan 

adalah sebagai berikut : 
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a. Jumlah responden                       :   71 responden 

b.   Kategorisasi Mutu Pelayanan   :   90,89 

    Kategori Pelayanan  SANGAT BAIK 

 

Tabel 3.3 

Kategori Mutu Pelayanan 

 

Nilai Interval 

Konversi IKM 

Mutu 

Pelayanan 

Kinerja Unit 

Pelayanan 

25,00 – 64,99 D TIDAK BAIK 

65,00 – 76,60 C KURANG BAIK 

76,61 – 88,30 B BAIK 

88,31 – 100,00 A SANGAT BAIK 

 

Berdasarkan hasil pengolahan terhadap kuisioner tersebut adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

Permasalahan/ Hambatan 

Pencapaian sasaran di atas target pada tahun 2025, tetap dipengaruhi beberapa 

permasalahan/hambatan, antara lain : 

• Infrastruktur internet belum memadai 

• Sarana dan prasarana pelayanan yang belum lengkap. 

• Masih ada pegawai aparatur sipil negara di Kecamatan Rupat Utara yang tidak 

mematuhi aturan kepegawaian secara utuh. 

• Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang persyaratan kepengurusan. 

 

Solusi/Strategi Pemecahan masalah 

Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas antara lain : 

• Berkoordinasi dengan DISKOMINFO Kabupaten Bengkalis sebagai 

penanggungjawab fasilitas internet Perangkat Daerah. 

• Merencanakan anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana PATEN. 

• Merencanakan anggaran untuk peningkatan kompetensi pegawai. 
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• Menerapkan rewarg and punishman bagi pegawai dengan tetap mengikuti aturan 

yang berlaku 

• Membuat brosur maupun leaflet untuk dibagikan kepada masyarakat dalam 

rangka mensosialisasikan persyaratan pengurusan pelayanan izin maupun non 

perizinan di kecamatan. 

• Memperbarui Standart Operating Procedure (SOP) pelayanan di kecamatan sesuai 

kondisi terbaru. 

• Mengadakan pertemuan secara rutin / rapat staf yang dipimpin oleh Camat, 

dalam rangka koordinasi maupun komunikasi yang intensif antara pimpinan 

dan staf untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi masing-masing. 

 

Sasaran 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 

Indikator Kinerja Utama : Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Rupat Utara 

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Rupat Utara 

Nomor 700.1.2.1/205/ITDA tanggal 31 Agustus 2025 Kecamatan Rupat Utara mendapat 

total nilai hasil evaluasi SAKIP sebesar 71,40 dengan predikat BB dari target kinerja 

predikat BB atau nilai  75, sehingga capaian pada tahun 2025 adalah 95,20% sehingga 

masih diperlukan peningkatkatan kedepannya. 

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 dan 

Dibandingkan Tahun-Tahun Sebelumnya 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan capaian kinerja 

pada tahun 2025 meskipun masih di bawah target. Hal ini menandakan kualitas 

dokumen – dokumen SAKIP sudah mulai membaik namun masih perlu ditingkatkan ke 

depannya.  

Hambatan/ Permasalahan 

Adapun hambatan utama dalam upaya peningkatan predikat akuntabilitas kinerja 

diantaranya :  

a. Kekurangan kapasitas SDM Kecamatan Rupat Utara dalam hal menyusun 

dokumen SAKIP. 

Target Realisasi Capaian 2021 2022 2023 2024

Meningkatkan Akuntabilitas 

Kinerja Perangkat Daerah
75 71,40 95,20 53,61 56,85 64,15 70,01 133,18 125,59 111,30 101,99 93,89

Capaian 

2025 

terhadap 

2024

Capaian 

2025 

terhadap 

Target Akhir 

Tahun 

Renstra

Realisasi Tahun-tahun Sebelumnya
Indikator Kinerja Utama

2025
Capaian 

2025 

terhadap 

2021

Capaian 

2025 

terhadap 

2022

Capaian 

2025 

terhadap 

2023
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b. Belum adanya panduan yang jelas dan terinci mengenai langkah – langkah 

penyusunan SAKIP yang ideal. 

Solusi/ Pemecahan Masalah 

Adapun solusi yang diharapkan mampu memecahkan masalah tersebut diataranya : 

a.  Peningkatan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis, pendampingan, forum 

diskusi dan lain - lain. 

b. Adanya panduan yang jelas terkait dokumen – dokumen SAKIP yang ideal 

khususnya untuk kecamatan yang notabene dalam beberpa hal terkait tugas dan 

fungsi memiliki karakteristik berbeda dengan SKPD lain 

 

Sasaran 3 : Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah 

Tabel 3.9 

Capaian Kinerja Indikator Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian 

Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah Tahun 2025 

 

Kecamatan Rupat Utara menetapkan Indikator Presentase Partisipasi ASN dalam 

Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal dengan Target sebesar 100%. Target 100% 

menunjukan komitmen penuh terhadap transparansi dan penguatan budaya integritas. 

Indikator ini menekankan partisipasi aktif seluruh ASN, keterbukaan terhadap evaluasi 

integritas, penguatan zona integritas dan pengendalian internal. 

Partisipasi penuh dalam SPI menjadi dasar dalam membangun sistem pencegahan 

korupsi berbasis resiko. Seluruh ASN berpartisipasi dalam SPI internal, menunjukkan 

komitmen kuat dalam mendukung agenda pencegahan korupsi dan pembangunan zona 

integritas. 

Tingkat Capaian 100% mencerminkan budaya organisasi yang semakin sadar integritas 

dan transparansi. Hal ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat tata kelola 

pemerintahan yang bersih dan akuntabel. 

 

 

 

 

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET KINERJA REALISASI CAPAIAN (%)

Persentase Partisipasi ASN dalam Survei 

Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat 

Daerah

Persentase 100% 100% 100,00
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Grafik Sasaran 3.3 

Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas 

 

 

 

Sasaran 4 : Meningkatnya Pengelolaan Manajemen  Risiko Perangkat Daerah 

Tabel 3.10 

Capaian Kinerja Indikator Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah Tahun 2025 

INDIKATOR KINERJA SATUAN 
TARGET 
KINERJA 

REALISASI 
CAPAIAN 

(%) 

Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah Dokumen 1 Dokumen 
1 

Dokumen 
100,00 

Kecamatan Rupat Utara menetapkan target Indikator Jumlah Peta Risiko Perangkat 

Daerah sejumlah 1 Dokumen. Penyusunan 1 Dokumen Peta Risiko Perangkat Daerah 

merupakan bentuk implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berbasis 

manajemen risiko. Dokumen ini memuat: 

- Indentifikasi risiko strategis 

- Analisis tingkat kemungkinan dan dampak 

- Rencana mitigasi risiko 

- Pengendalian internal yang terukur 

Peta risiko menjadi instrumen penting dalam memastikan pelaksanaan program dan 

kegiatan berjalan efektif, efisien, serta meminimalkan potensi kegagalan pencapaian 

target. 
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Keempat sasaran strategis Tahun 2025 menunjukkan bahwa fokus kinerja Kecamatan 

Rupat Utara Kabupaten Bengkalis tidak hanya pelayanan publik di wilayah kecamatan, 

tetapi juga pada penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, dan 

berbasis manajemen risiko. Dokumen peta risiko telah tersusun dan diperbaharui sesuai 

ketentuan, sebagai bagian dari implementasi SPIP terintegritas.  

Capaian 100% pada target penetapan peta resiko ini menunjukkan komitmen perangkat 

daerah dalam menerapkan manajemen risiko sebagai bagian dari sistem pengendalian 

intern. Ke depan perlu ditingkatkan pada aspek kualitas mitigasi risiko dan integritasnya 

dalam perencanaan serta penganggaran.  

     

PROGRAM/ KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU YANG 

MENYEBABKAN KEGAGALAN TERCAPAINYA TARGET PADA PERJANJIAN 

KINERJA 

Adapun kegiatan – kegiatan yang menunjang atas pencapaian indikator sasaran Perjanjian 

Kinerja secara spesifik telah dibagi ke dalam rencana aksi tahunan yaitu : 

1. Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik/ Indeks Kepuasan Masyarakat  

Sasaran ini ditunjang oleh beberapa kegiatan yaitu : 

a. Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 

d. Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

i. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 

j. Penyelenggaran Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja 

perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 

k. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 

l. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 

m. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah 

n. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum 
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o. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan 

Kepala Daerah 

p. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa 

Kegiatan – kegiatan tersebut berkaitan dengan penyiapan dokumen perencanaan dan 

pertanggungjawaban kinerja, penyediaan operasional kinerja, peningkatan kapasitas 

SDM, penyediaan tenaga pelayanan terpadu Kecamatan (PATEN), penyediaan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana kegiatan, serta kegiatan – kegiatan yang berkaitan 

dengan pemberdayaan masyarakat dan Desa yang semuanya bertujuan 

meningkatkan indeks kepuasan masyarakat. 

2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah/ Predikat Akunabilitas 

Kinerja, Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah, serta 

Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah 

Sasaran ini ditunjang oleh beberapa kegiatan yaitu : 

a. Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

b. Administras Keuangan Perangkat Daerah 

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

Kegiatan-kegiatan diatas berkaitan dengan penyediaan anggaran dalam rangka 

penyiapan dokumen – dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban kinerja, serta 

peningkatan kapasitas dan kesahteraan pegawai. 

C. Realisasi Anggaran 

Kecamatan Rupat Utara dalam pelaksanaanya memiliki anggaran yang bersumber dari 

APBD Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 8.547.720.080,00 yang terdiri dari belanja 

operasional sebesar Rp. 8.321.292.911,00  dan belanja modal sebesar Rp. 226.427.169,00. 

Untuk belanja operasional terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 3.378.007.391,00 dan 

belanja barang jasa sebesar Rp. 4.943.285.520,00. Sedangkan Sisa Lebih Penggunaan 

Anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 1.197.232.365,00 
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Tabel 3.11 

Program, Kegiatan, dan Realisasi Tahun 2025 
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Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian 

target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Rupat Utara pada tahun 2025 dapat dilihat 

pada tabel berikut :  

Tabel 3.12 

Realisasi Anggaran per Indikator 

 

 

D. Analisis Efisiensi dan Efektivitas 

Dalam pelaksanaan anggaran setiap tahunnya sangat ditekankan dilakukan 

efesiensi anggaran terhadap seluruh kegiatan yang ada dengan tidak mengorbankan 

efektivitasnya. Secara umum tingkat efisensi dan efektivitas penggunaan anggaran 

Kecamatan Rupat Utara Tahun 2025 dapat diliihat pada tabel berikut 

TARGET REALISASI %

1 Indeks Kepuasan Masyarakat  Rp   8.547.720.080,00 7.350.487.715,00Rp        85,99

2

Nilai Akuntabilitas Kinerja, 

Persentase Partisipasi ASN 

dalam SPI, Jumlah Peta Risiko 

Perangkat Daerah

 Rp   3.841.588.841,00 3.320.730.639,65Rp        86,44

86,22

ANGGARAN
INDIKATOR KINERJANO

Realisasi Anggaran Rata - rata
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Tabel 3.13 

Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Rupat Utara 

Tahun 2025 

 

 Berdasarkan tabel di atas disimpulkan bahwa Kecamatan Rupat Utara pada tahun 

2025 dapat melakukan efisiensi belanja sebesar 13,78% dengan rasio efektivitas sebesar 1,1, 

artinya efisiensi yang dilakukan tetap efektif dalam mencapai target IKU Kecamatan. 

 Sedangkan untuk perbandingan tingkat efisiensi anggaran dengan tahun – tahun 

sebelumnya dapat dilihat dari tabel berikut, 

Tabel 3.12 

Perbandingan Tingkat Efisiensi Rata – rata Pengunaan Anggaran Tahun 2021 – 2025 

 

 

   

NO
PERSENTASE RATA RATA REALISASI 

ANGGARAN PER INDIKATOR KINERJA

TINGKAT 

EFISIENSI

PERSENTASE RATA -RATA 

CAPAIAN IKU 
RASIO EFEKTIVITAS

1 86,22 13,78 97,72 1,1

2021 2022 2023 2024 2025

1 6,45% 29,84% 11,93% 9,10% 13,78%

Tingkat efisensi rata - rata 5 tahun terakhir 

mengalami fluktuasi namun masih tergolong 

efisien

No Keterangan
Tingkat Efisiensi Rata - rata Tahun
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Secara garis besar sasaran Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Rupat Utara 

belum tercapai 100%. akan tetapi pada indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja telah 

mengalami peningkatan cukup signifikan sehingga target predikat BB telah dapat dicapai 

dari sebelumnya hanya memperoleh predikat B meskipun secara nilai belum tercapai 

secara optimal. Sedangkan untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat belum dapat 

dicapai dikarenakan kendala jaringan internet yang sering terjadi saat pengisian kuesioner 

sehingga data survey tidak terekam dan mengakibatkan hasil penilaian tidak optimal. 

 

Hasil penilaian ini sangat penting untuk dijadikan bahan evaluasi bagi Kecamatan 

Rupat Utara untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang, sehingga pelayanan 

kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih optimal. 

 

Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2025 antara lain sebagai berikut: 

1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur; 

2. Peningkatan kecepatan pelayanan kepada masyarakat; 

3. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan ; 

4. Percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran. 

 

Tanjung Medang, 30 Januari 2026 

CAMAT RUPAT UTARA, 
 
   
 
 
AULIA FIKRI, S.Sos., M.Si 
Pembina 
NIP.  19800124 201407 1 002 

 

 



No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Defenisi Operasional

Total dari Nilai Persepsi Per Unsur

Total Unsur yang Terisi

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Defenisi Operasional

Total dari Nilai Persepsi Per Unsur

Total Unsur yang Terisi

Tanjung Medang, 3 Januari 2025

CAMAT RUPAT UTARA

AULIA FIKRI, S.Sos., M.Si

Pembina

NIP. 19800124 201407 1 002

Meningkatkan Kepuasan 

Masyarakat terhadap Pelayanan

Berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 177/KPTS/I/2022 Tentang Penetapan Indikator Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis 

Formulasi Perhitungan

1. Meningkatnya Kepatuhan Standar 

Pelayanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM)

Persentase data dan informasi tentang tingkat kepuasan 

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara 

kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam 

memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara 

pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan 

kebutuhannya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei 

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

IKM =
x Nilai 

Tertimbang

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN RUPAT UTARA

TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA  KECAMATAN RUPAT UTARA

TAHUN 2025 - 2026

Formulasi Perhitungan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei 

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

IKM =
x Nilai 

Tertimbang

1. Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM)

Persentase data dan informasi tentang tingkat kepuasan 

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara 

kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam 

memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara 

pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan 

kebutuhannya






































